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BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 87 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 45  
TAHUN 2019  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGLI, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran 
dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara 

Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV 
Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati 

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
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di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 
tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2); 
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 
11); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 
2019 Nomor 6); 

  32. Peraturan Bupati Bangli Nomor 9 Tahun  2017 tentang Tata 

Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli 
Tahun 2017 Nomor 9); 

  33. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun  2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli 

Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 
Tahun  2020  tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Bupati Bangli Nomor 45 Tahun  2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Daerah  Tahun 

Anggaran 2020 (Berita  Daerah  Kabupaten  Bangli  Tahun 
2020 Nomor 50); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 
PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 45 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli 

Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 

Nomor 50) diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai   
berikut : 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  

Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 

1.233.885.965.116,44 berkurang sejumlah Rp. 

136.445.390.189,32 sehingga menjadi Rp.. 

1.097.440.574.927,12 dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Pendapatan Daerah  

1. Semula Rp.1.200.638.484.624,91 

2. Bertambah/ 

(Berkurang) Rp. (160.115.424.847,71) 

Jumlah pendapatan 

setelah Perubahan Rp.1.040.523.059.777,20 

b.  Belanja Daerah  

1. Semula Rp 1.233.885.965.116,44 

2. Bertambah/ 

(berkurang) Rp. (136.445.390.189,32)      

Jumlah belanja  

setelah Perubahan Rp.1.097.440.574.927,12 

c.  Pembiayaan  

1. Penerimaan Pembiayaan  

a) Semula Rp. 33.247.480.491,53 

b) Bertambah/ 
(Berkurang) Rp. 23.670.034.658,39 
Jumlah penerimaan  

pembiayaan Setelah 

Perubahan Rp.  56.917.515.149,92 

2. Pengeluaran Pembiayaan  

a) Semula Rp. 0,00 

b) Bertambah/ 
(Berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pengeluaran  

pembiayaan setelah  

Perubahan Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto  

setelah Perubahan Rp.  56.917.515.149,92 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran Tahun  

Berkenaan Rp 0,00 

 

 

2. Ketentuan Lampiran Pasal 2 Peraturan Bupati Bangli 

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 46) sebagaimana 

www.jdih.banglikab.go.id


  

  www.jdih.banglikab.go.id 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Bangli Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 
 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 26 Nopember 2020  
 

BUPATI BANGLI, 
 

  ttd 
 
I MADE GIANYAR 

 
 
Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 26 Nopember 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 
       ttd 

 
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 87  
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